BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

diperlukan suatu pedoman yang memberikan arah
pembangunan yang ditetapkan dalam suatu
dokumen perencanaan pembangunan daerah.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2005-2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4690);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2005 - 2025

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Provinsi adalah Provinsi Jambi.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah.

o 0o s~ w b

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD
adalah Dewan.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalaui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat
RPJM, adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB Il
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat visi, misi, dan arah
pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 20 (dua puluh)
tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dalam penyelenggaraan pembangunan selama 20 tahun ke depan;

b. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan RPJM
lima tahunan;

c. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun RKPD
tahunan; dan

d. Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program
prioritas.

Pasal 4

RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sejak tanggal pengundangan peraturan daerah ini RPJMD yang telah ada masih
tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 Nopember 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 25 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto
ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 11



